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Mengingat 

WALIKOTA SINGKAWANG 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN WALlKOTA SINGKAWANG 
NO MOR 38 TAHUN 2018 

TENTANG 

ELTMJNASI MALARIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SINGKAWANG, 

a. hahwa malaria mcrupakan pcnyakit menular yang masih 
menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kota Singkawang, 
karena menyebabkan adanya kasus kesakitan dan dapat 
menurunkan produktivit.as sumber daya manusia dan 
pembangunan daerah; 

b. bahv:a berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 
293/Menkes/SK/IV /2009 tcntang Eliminasi Malaria dan 
dalam rang..lra. mengurangi perkembangan, penyebaran, serta 
penularan penyakit malaria di Kata Singkawang, perlu 
dilakuk.an upaya eliminasi malaria; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di.rnaksud 
da!am huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
W alikota ten tang Eliminasi Malaria; 

L Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
TndonesiaTahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit 
Menular (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Noinor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4119); 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 



'• 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nornor 244, Tambahan l..crnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa ka1i terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Peruba.han Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tam.bah.an Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292t Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

7. Peraturan Pemerintuh Nomor 40 'I'ahun 1991 tcnta.ng Pedoman 
Penanggulanga.t1 Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Non1or 49, Ta.mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

8. Pcraturan Pemerintah Nomor l 2 Tahun 2017 tentang 
Pembinmm dun Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntah 
Dacrah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomo1· 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomot• 6041 }; 

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Pcnyclcnggaraan Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Singkawang Tahun 2009 Nomor 5 Tam.bahan Lembaran 
Daerah Kota. Singkawang Nomor 16); 

10. Peratura11 Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tent~ng Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Singkawang Tahun 2016 No1nor 4 Tambahan l..f:"!mbaran 
Daerah Kota Singkawang Nomor 51 ); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATUI~AN WALLK01'A trEN'rANG ELTMINASJ MALARIA. 

BAB f 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan W alikota ini yang dima.ksud dcngan: 
1. Oaerah adalah Kota. Singkawang, 
2. Pen1erintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daera.l:t yang memimpin 
pclaksanaan urusan pcme1;ntahan yang menjadi kcwenanga:n 
daeroh otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Singkawang. 
4. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang 

yang seJanjutnya disebut Din.as .adaJah perangkat daer.ah yang 
rncnyclcnggarakan urusai1 pemerintahan bi.dang kesehatan 
dan unisan bi.dang pengcndalian penduduk dan keluarga 
berencana. 
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5. Eliminasi Malaria adalah suatu upaya untuk mengbent:ikan penularan 
malaria setempat dalam sa.tu wilayah geografis tertentu. 

6. Advokasi adalah upaya persuasif yang sistematik dan terorgartisir 
rnencakup penyadaran, rasionalisme, argumentasi dan rekomendasi 
untuk melancarkan aksi dengan target terjaclinya peru b~han kebijakan 
melalui penggalangan dari berbagai pihak. 

7. Evaluasi adalah upaya untuk mengetahui hasil kegiat.an eliminasi malaria 
dalam jangka waktu tertentu, misal setiap enam bulan atau satu tahun. 

8. Oebrak Malaria yang sela.njutnya disebut GM adalah gera.kan daerah 
seluruh komponen masyar-akal untuk memberanta.$ malaria secara. 
inte11sif mt!lalui kemitraru.1. antara pemerint.ah, dunia usaha. lcmbag;i 

swadaya dan badan interdaerah serta penyandang dana. 
9. Kasw~ indigenous adalah kasus yang berasal dari penularan di wilayah 

terse but. 
10. Kejadian Luar Biasayang selanjutnya disebut KLB adalah kondisi yang 

dH:andai dcngan meningkatnya kejadian kesakitan/kematian yang 
bermakna secara epidemiologis di suatu daernh dalam kirin waktu 
tertentu dan mcrupakan keadaan yang dapat menju1us untuk menjadi 
wabah. 

11. Pos Malaria Kelurahan yang selanjutnya disebut Posmalkel adalah wad.ah 
pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pena.Ilggulanga.n 
malaria yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat secara mandiri 
dan berke1anjutan. 

12. Surveilans adalah '.$Uatu rangkaian proses pengamatan secara terus 
mcnerus, sistematik dan berkesinambnngan melalui pengumpulan, 
analfaa, intcrpretasi dan diseminasi data kesehatan agar dapat dilakukan 
tindakan penanggulangan yang efektif dan efesien. 

BAB II 

MAKSUD DAN TU.JUAN 

Pasal 2 

(1) Peraturan Walikota in:i dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum 
dalam eliminasi malaria, perumusan kehijakan dan pengambilan 
keputusan, 

(2) Eliminasi malaria bertujuan terwujudnya masyarakat yang hidup sehat dari 
penularan penyakit malaria. 

BAB III 

KEBIJAKAN 

Pasa.l 3 

(1) Eliminasi Malaria dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah bersarna lintas sektor dan lintas 
program terkait termasuk lembaga swadaya masyarakt1 dunia usaha., 
lembaga donor, organi~si profesi dan organisasi kemasyarakat.an lainnya. 



(2) Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan di eeluruh witayah Daerah menurut tahapan 
E11minasi Malaria. 

(3) Untuk mengetahui perkembangan pclaksa.TJ.aan program 
Eliminasi Malaria dilakukan program pemantauan dan evaluasi 
oleh Dinas. 

BAB IV 
P~NGO~GANISASIAN 

Pasal 4 

Dfrms mengnrgamsll' lint.as sektor dan lintas program tcrkait 
termasuk fembaga swadaya masya.t'akat, dunia usaha. lcmbaga 
donor, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan lainnya 
dHlmn pdak~nmrn ~~llminasi Malaria. 

l3AB V 
P~NTAHAPAN DAN ELIM1NAS1 

Pasal 5 

(1) Pelaksanaan Eliminasi Malaria dilakukan n1elalui 4 (empat) 
tahapa.n, ya.itu: 
a. Ta.hap Pemberant.aaar1; 
b. Tahap Praeliminasi; 
c. Tahap Eliminasi; dan 
d. Tahap Pemeliharaan. 

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahka.n 
dari Peraturan Walikot.a ini. 

(3) Kepa1a Dinas menyusun program untuk kegiatan tahap 
eiiminasi rnaiaria dan berkoordinasi dengan iintas sektor dan 
lintas program terkait termasuk lembaga swadaya masyarakat, 
dunia usaha, lem baga donor, organisasi profesi dan organisasi 
kemasyarakatan lainnya. 

BAB VI 
PEMBIAYMN 

Pasal 6 

Pelaksanaan program Eliminasi di Daerah dibiayai melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang 
sah. 



BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan Pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singawang 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 27 Agustus 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG, 
ttd 

BUJANG SUKRI 

WALIKOTA SINGKAWANG, 
ttd 

TJHAI CHUI MIE 

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 37 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

YASMALIZAR, S.H 
NIP. 19681016 199803 1 004 
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LAMPI MN 
PERJ\TURJ\N W ALiKOTA SINGKAW ANG 
NOMOR ; 38 TAHUN 2018 
TANGGAL: 24 AGUSTllS 2018 
TENTANG: ELIM1NA81 MJ\LJ\RT/\ 

PRNTAHAPAN DA_N K.r;GLl\'l'AN RLTMTNASI MALARIA 

A. TAHAPAN ELIMINASI MALARIA. 
l. Tahap Pemberantasan: 

a. bclum semua unit pelayanan kesehatan mampu memeriksa kasus secara 
laboratoriu m ( Mikroskopis); 

b. cakupan pclayanan dan sumber daya terbatas; 
c. bi1a semua penderita demam di unit pelayanan kesehat.an sudah 

dilakukan pemeliksaai1 sediaan darah1 maka Slide Positif Rate (SPR} 
masih > 5'%; 

d. adanya upaya pcngcndalian malaria secara intensif untuk mencapai SPR< 
50,·I>; rltm 

e. adanya ketcrlibatan pcmerintah, p~m~rint1Jl1 daerah, swasta, LSM) 
organisasi Profesi, Lembaga intemasional dan lembaga donor lainnya 
(pembentukan Tim Gebrak Malaria atau forum kerja sama Jain}. 

2. 'i'ahap Praeliminasi: 
a. semua unit pelaya.nan kesehata..i1 sudah inampu momcriksa kasus secun-1 

laboratorium (mikroskopis); 
b. sernua penuerit.a 111a1aria klinis di unit pclayan.a.i1 kcschatan suda.h 

dilak.ukru1 pen1e1iksaru.1 sediaan darah dan SPR rnencapai < 5'Yo; 
c. adanya peningkatan kualitas dan cakupan upaya pengendalian malaria 

(surveilans, penemuan dan pengobatan, pemberantasan vektor) untuk 
mencapai Annual Parasite incidence (AP!) < 1/1000 penduduk berisiko; 

d. adanya pe11i11gkata.J.1 keterlibata11 pen1eri11tah; pemerintah ciRerah, swasta, 
L .. c;;M, organisasi profesi 1 lemhaga int.ern.asinnal1 lembaga donor dan I.ail.1-
lain (pembentukan 'rim Gebrak Malaria atau forum keija sama lain) yang 
to~ttlttli ltllll); 

e. tersedianya peraturan perunda.ngan di Daerah yang mendukung 
keb~jakan da.11 sumber daya untuk melaksa.nakan elim.inasi malaria. 

3. Tahap Eliminasi: 
a. API sudah mencapai < 1/1000 penduduk berisiko dalam satuan wilayah 

minimal setara dengan Kahupaten/Kot.a; 
b. surveilans sudah betjalan dengan baik termasuk Active Case Detection 

(ACD) 
c. rcorientasi program menuju ta.hap Eliminasi kepada semua petuga.s 

ke~n~hat.an p~merir1l.ah maupun swast.a yang terlibat dalam eliminasi 
sudah dicapa1 dengan haik; 

d. lintas sektor terkait telah berperaJ.1 secara penuh da.11 sinergis mulai dari 
pemerlntah, pemerintah daerah, LSM, oraginsai profesi, lembaga 
internasional, lembaga donor dan lain-lain dalam eli1ninasi 2nalaria yang 
tertuang <li <ltiliun Peratunm Pe:run<langWI tleu::ru.h; dan 

e. upaya penanggulangan malaria dilakukan secara intensif sehingga kasus 
dengan penularan setempat (indegenous) tidak. ditemukan dalam periode 
waktu satu tahun terakhir. 

4. Tahap Pemeli..haraan (Pencegahan Penularan Kernbali): 
a. mempertahankan kasus indigenous tetap nol; 
b. kegiatan surveilans yang baik masih diperi.ahankan. 



c. reorientasi program menuju Tahap Pemeliharaan kepada semua petugas 
ke$ehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam eliminasi 
sudah dicapai dengan baik; dan 

d. adanya konsistensi tanggung jawab pemerintah daerah dalam tahap 
pemeliharaan secara bcrkesinambungan dalam kebijaksanaan, 
penyediaan sumber daya baik 8a.I'ana dan prasarana serta sumber daya 
lainnya yang tertuang dalam Peraturan Daerah atau Peraturan 
Perundangan yang diperlukan. 

B. KEGIATAN ELIMINASI MALARIA. 
1. Tahap Pemberantasan: 

a. Penemuan dan t.at.a laksana pende1'ita; 
1) meningkatkan cakupan penemuan penderita malaria dengan 

konfir.tnasi labo:ratorium baik $ecara mikroskopis ma11pun RD'f. 
2) n1engobati semua penderita malaria (kasus positif) dengan obat malaria 

efch.'1:if dan aman yang ditetapkan olch Kemcnterian Kesehatan RI (saat 
ini mcnggunakan Artemisinin Combination Therapy). 

3) melakukan pemeriksaan ulang sediaan darah pemantauan kualitas 
RDT, dnn meningkatkan kemampuan mikroskopis. 

4) rnemantau efikasi obat malaria. 

b. Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko; 
l} melakukan suivei vektor dan analisis dinamika penularan untuk 

menentukan metode pengendalian vektor yang tetap. 
2) mendistrihusikan ke1ambu berinsektisida secara rnassal maupun 

integrasi dengan program/sektor lain di lokasi endemis malaria. 
3) melakukan penyemprotan rumah (Indoor Residual Spraying) atau 

pengendo.lian vektor lain yang sesua.i di lokasi potensio.l a.tau sedang 
t.erjadi KLB. 

4) memantau efikasi insektisida (termasuk keJambu berinsektisida) clan 
resistensi vektor. 

c. Sun1ei1ans epidemiologi da.n penanggula.nga.n wabah; 
1} meningkatkan kcmampuan unit pclayanan kcsehatan pcmcrintah 

maupun swasta (Puskesmas, poliklinik, rumah sakit} dalam 
pclaksa11aru1 Sistem Kewaspadaat1 Dini {SKD)-KLB. 

2) menanggulangi KLB malat'ia. 
3) meningkatkan cakupan dan kualitas pencatatan-pelaporan tentang 

angka kesakitan malaria serta hasil kegiatan. 
4) melakukan pemetaan daerah endemis malaria dari data rutin dan hasU 

su1·vei. 

d. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE); 
1) meningkatkan peran. aktif masyarakat antara lain melalui 

pen1bentukan Pos Malaria Kelurahan (Posmalkel) di daerah yang sulit 
dijangkau. 

2} meningkatkan promosi kesehatan. 
3) mcnggalang kemftraan dengan berbagai program, sektor, LSM, 

organisasi keagamaan, organisusi kemagyarakata.n, organisasi profesi; 
organisasi internasional, lembaga donor, du.nia usaha dan seluruh 
masyaral<.at. 

4) integrasi dengan program lain dalam pelayanan masya.rakat, seperti 
pembagian kelambu berinsektisida dan pengobat.an penderita. 

5) menyusun Peraturan Daerah atau peraturan perundangan lainnya 
untuk mendukung eliminasi malaria. 



c. Peningkatan Sumber Daya Manusia. 
1) menyelenggarakan . pelatihan tenaga mikroskopis Puskesmas dan 

rumah sakit pemerintah mapun unit pelayanan kesehatan swasta sei'ta 
menjaga kualitas pemeriksaan sediaan darah. 

2) sosialisasi dan pelatihan tata laksana pendent.a. 
3} pelatihan tenaga. pengelola 1nalaria dalarn bidang teknis dan 

manajemP.n. 

2. Tahap Praeliminasi: 
a. Penemuan dan Tata Laksana Penderita; 

1) mene1nukan semua penderita malaria dengan konfinnasi mikroskopis 
di Puskesmas dart rumah sakit pemerint.ah maupun unit pelayanan 
kesehatan swasta. 

2) rnengobati semua penderita malaria (kasus positif) dengan obat efektif 
dan aman yang diteta.pkan oleh Kementerian Kesehata.n RI (saat ini 
menggunakan Art.emi.sinin Combination Therapy). 

3} melakukan pemeriksaan ulang sediaan darah dan secara berkala 
menguji kcmampuan perner.iksam1 mikroskopis. 

4) memantau efi.kasi obat malaria. 
5) meningkatkan cakupan penemuan dan pengobatan penderita secara 

pasif mclalui Puskesmas Pembantu, Upaya Kesehatan Berbasis 
Masyarakat (antara Iain Poskesdes, Posyandu, Posmaldes), praktek 
swasta, klinikl dan rumah sakit. 

6) mengatur dan mcngawasi peredaran penjua1an obat malaria selain ACT 
(klorokuin, fansidar) di warung-warung obat. 

b. Pencegahan dan pen8...tl~au.langan faktor resiko; 
1) mendistribusikan . kelambu berinsektisida secara massal maupun 

secara rutin rnelalui kegiatan integrasi dengan program lain dapat 
menca.kup >80%, peududuk di loka.si fokus malaria dengan API ~ 1 ° Inn. 

2) melakukan penyemprotan rumah dengan cakupan >90o/o rumah 
penduduk <li lokmsi puiensial atau sedang te1jadi KLB dan di lokasi 
fokus malaria dengan APl 2: 1 ° / oo yang tidak sesuai dengan 
penggunaan kelambu berinsektisida. 

3) melakukan pengendalian vektor dengan metode lain yang sesuai untuk 
menurunkan reseptivitas, seperti manajemen lingkungant larvasida, 
dan pengendalian vek"tor secarlt hayati. 

4) mcmantau cfikasi insektisida (termasuk kelambu beri11sektisida} dan. 
resistensi vektor. 

c. Surveilan.s Epiderniologi dan Penanggulanga.n Wabah; 
l) scmua unit pelayanan kesehat.an pemc.a.intah inaupun swast.a.. 

(Puskesmas, poliklinik, rumah sakit) melaksanakan SKD--KLB 
malaria, dianalisis dan dilapol'kan sccara bcrkala ke Dinas. 

2) menanggulangi KLB. 
3) mcmperkuat sistem informasi kesehatan sehingga semua penderita dan 

kematian Malari..a serta hasil kegiatan dapal. dk:at.at dan dilaporkan. 
4) melaporkan penemuan kasus dengan segera. 
5) menginvcntarisasi dan memetakan fokus malaria. 
6) membuat data dasar eliminasi, antara lain secara Geographycal 

Information System (GJS) berdasarkan data foh."us, kasus, vektor, 
genotipe isolate parasite dan intervensi yang ditakukan. 

7) me111be11tuk tim monitoring Elin1inasi Malaria di Daerah. 
8) Tugas utama tim tersebut adalah : 

a) membuat data dasar eliminasi; dan 
b) melakukan penilaian secara obyektif apakah suatu wilayah 

kabupaten/kota sudah memenuhi syarat untuk masuk tahap 
praeliminasi atau sudah siap memasuki tahap berih.-u tnya, 
berdasark.an: 
- Status penularan malaria di wilayah tersebut; dan 



- Kesiapan dan kemampuan upaya pelayanan kesehatan setempat. 

d. Peningkatan Komunikasi, Tnfonnasi dan Edukasi {KIE); 
1) meningkatkan prmnosi kesehatan dan kampanye eliminasi malaria. 
2) mcnggalang kem.itraan dengan berbagai program, sektor, LSM, 

organisasi keagamaan, organioosi kemasyarakat.an, organisas1 profesi, 
organisasi internasional, lembaga donor, dunia u.saha dan seluruh 
masyaraka.L 

3) inelakukan integra~i dengan program lah1 dalam pelayanan masyarakat 
sepert.i pembagian ;kelambu berinsektisida, penemuan dan pengobatan 
penderita. 

4) mentaati dan melaksanakan Peraturan Daerah dan atau peraturan 
perundang,, undangan lainnya untu k rnendukung eliminasi malaria. 

5) melakuka.n advokasi dan sosialisasi agar mendapat dukungan politik 
dan juminut1 do.lam penyediaan dana yang berkeSiinambungan untuk 
me.nghilangkan fokus aktifyang masih ada. 

6) mengupayakan dana yang bersumber darl APBD Daerah, APBD 
provinsi dan APBNrnaupun lcmbaga donor. 

c. Peningkatan Sumber Daya ManU$ia; 
1) reorientasi program menuju Tahap Eliminasi disampaikan kcpada 

petugas kesehatan pemerintah maupun swasta yang terlibat dalam 
Elirninasi Malaria agar mereka rnernahami tujuan eliminasi dan tugas 
yang harus dilaksanakan. 

2) pelatihan /refreshing tenaga mikroskopis puskesmas dan rumah sakit 
pemerintah ma.upun unit pelayanan kesehat.an swasta serta menjaga 
kualitas pemeriksaan sediaan darah. 

3) pelatihan tenaga pengelola malaria dalam bklang teknis dan 
manajemen. 

4) sosialisasi dan pelatihan tata laksana penderita. 

~\. Tahap Eliminasi: 
Tujuan utama pada tabap climinasi adalah menghilangkan fokus aktif dan 
menghentikan penularan setempat di Daerah sehingga pada akhir tahap 
tersebut kasus penularan setempat (indegenous) nol (tidak ditemukan 1agi). 

Sasaran intervensi kcgiata11 dalai11 tahap elli11i11asi adaJah sisa. fokus aktif 
dan individu ka_sus positif dengan penularan setempat (kasus indegenous). 
Pokok-pokok kegiatan yang dilakukan adalah: 
a. Penemuan dan tata laksana penderita; 

1) menem.ukan sernua penderita malaria dengan konfi.rmasi mikroskopis 
baik secara pasif (PCD) di unit. pelayanan kesehatan pe1ne1intah dan 
swasta, maupun penemuan penderita secara aktif (ACD). 

2) mengobati semua penderita malaria (kasus positif) dengan obat malaria 
efektif dan am.an yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI (saat 
ini menggut1akan .llrtemisinin Combination Therapy). 

3) melakukan follow • up pengobatan pende:dta malaria fa.lcifarum pada 
hari ke-7 dai.1 ke-28 setelah pengobatan1 sedangakan penderit.a malaria 
vivax pada hari ke-7, 28 dan 3 bulan setelah pengobatan. 

4) melakukan pemerik~n ulang sediaan df.IJ'ah dan secara berkala 
menguji kemampuan mikroscopis menguji sediaan darah. 

5) memantau efikasi obat malaria. 
6) melibatkan sepenuhnya peran praktek swast.a dan klinik sert.a rumah 

sakit swasta. da]am penemuan dan pengobatan pendent.a. 

b. Pencegahan dan penenggulangan faktor resi.ko; 
1) melak.ukan pengendalian vektor yang sesuai, antara lain dengan 

pembagian kelambu berinsektisida (cakupan > 80o/o penduduk) atau 
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penyemprotan rumah (cakupan > 90°!o) unt.uk menurunkan tingkat 
penularan di lol{flSi fokt.ts barn dan fokus lama yan~ masih aktif: . 

2) bila perlu melakukan larvasidasi atau managemen lmgkungan d1 lokas1 
foklls yang reseptivitasnya tinggi (Kcpadat.Hn vektor tinggi dan ada 
faktor lingkungan serta iklim yang menunjang t.erjadinya penularan). 

3) memantau efik~ls·i in!«"!ktisida (tennasuk kelambu berinsektisidaj dan 
resistensi vektor. 

4) memherikan perlindungan individu dcngan kelambu bcrinsektisida 
kepada penduduk di wilayah eliminasi yang akan berkunjung kc 
dacrah lain yang endemis Malaria baik di dalarn inaupun di luar negeri 

c. SUroei101is Epidemiologi dan Penanggulangan wabah; 
l) scmua unit pelayanan kesehatan pernerint.ah maupun swasta 

(Puskesmas
1 

poliklinikt rumah sakit) melaksnakan SKD-KLB malaria, 
d ianalisis dan dilaporkan secara berkala ke Dinas. 

2) segera melakukan penanggulangan bila terjadi KJ,R malaria. 
3) melaksanakan surveilans penderita dengan kelal terutama bila sudah 

mula.1 jarang dit.cmukan dengan penularan setempa.t. 
4) melnksanalum. surveilans migrasi untuk mcnccgah masuknya kasus 

impor. 
5) melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap semua kasus posiill 

malaria untuk menentukan a&'ll penu1aran penderita. 
6) melaporkan dengan segera setiap kasus positif malaria yang ditemukan 

di unit pelayanan kcschatan pemerint.ah maupun swasta kepada 
Dinas Kesehatan secara berjenjang sampai ke tingkat pusat. 

'l) melakukan penyelidikan epidemiologi terhadap fokus malaria untuk 
menentukan asal, luas dan klasifikasi fok~s tersebut. 

8) memperkuat sistem infonnasi malaria sehingga sernua kasus dan basil 
kegiatan intervensi dapat dicatat dengan baik dan dilaporkan. 

9) mencatat semua kasus positif dalam buku register secara nasional. 
10) melaksa.nakan pemeriksaan genotipe isolate parasite secara rutin. 
11) membuat peta GlS berdae>arkan data fokus 1 kasus positif1 genotipe 

isolate parasite, vektor dan kegiatan intervensi yang dilakukan. 
12) memfungsikan tim monitoring eliminasi malaria di Da.erah 

d. Peningkatan komunikasi, infonnasi dan edukasi (KIE); 
1) meningkatkan promosi kesehatan dan kampa.nye eliminasi malaria. 
2) menggalang kemitraan dengan berbagai progTam, sektor, LSM, 

organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, 
organisasi internasional, Iemhaga dono1-, dunia usaha dan seluruh 
masyarakat. 

3) mclakukan integrasi dengan program lain dalam pelayanan masyarakat 
seperti pembagian .kelambu berinsektisida dan pengobatan penderita. 

4) mem.fungsikan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan 
lainnya dengan cara ant.ara Iain membebaskan biaya diagnosis 
laboratorium dan pengobatan mala!ia di unit pelayanan kesehatan 
pemerint.ah, sert.a me1arang penjualan obat malaria di warung atau 
kaki lima. 

5) melakukan advokasi dan sosialisasi untuk 1nendapatkan dukungan 
politik dan jaminan dalam penyediaan dana secara berkesinarnhungan 
dalam upaya elim.inasi malaria, khususnya menghilangkan fokus aktif 
dan menghentikan penu1aran setempat. 

6) mengupayakan dana yang bersumber dari APBD Daerah, APBD 
provinsi dan APBN maupun lembaga donor. 

e. Peningkatan Sumber daya manusia; 
1) melaksanakan reorientasi progam menuJU tahap pemeliharaan 

(pencegahan penularan kembali} disampaikan kepada patugas 
kesehatan pemerintah mau pun swasta yang terlibat eliminasi. 
Reorientasi ini muJai dilaksanakan bila: 
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surveilans yang ketat sudah mampu memutuskan penularan 
malaria tempat secara total atau hampir total (penderita indigenous 
sudah sangatjarang ditemukan); 

- penderita dengan pcnularan setempat hampir tidak ditemukan atau 
sang.at jarang; dan 

- hampir semua pendcrit.a positif yang ditemukan adalab kasus 
impor, relcip:s, induce, d.an introduced. 

2) melaksanakan pelatihan / refresing tenaga mikroskopis Puskesmas dan 
rumah rumah sakit pemerintah maupun unit pelayanan kesehatan 
swasta terutarna di daerah reseptive untuk menjaga kua1itas 
perncriksaan sediaan darah. 

3) rne.laksanakan pelatihan tenaga Juru Malaria Kelurahan (JMK) untuk 
kegiat.an ACD di wilayah yang masih memerlukan. 

f. Tahap Eliminasi sudah te1U1.pai fJilij,; 
1) pendedta dengan penularan setempat sud;-.:.h dapal. diturunkan s:ampai 

nol dalum periode satu talnm lcrakhir. 
2) kegiatai1 surveilans di unit pelayanan kesehat.an pc1ncrintah dan 

swasta. mumpu mendeteksi dan menghentikan bila terjadi penularan 
malaria. 

4. Tahap Pemeliharaan (Pencegahan Penularan Kembali): 
Tujuan utama pads Tahap P~m~liharaan adalah mencegah munculnya 
kembali ka~u~ dengan penularan sctcmpat. Sasarru1 sum<.!i.l.n.n_i;; kegiatan 
dalam Tahap Pemeliharaan adalah individu kasus positif, khususnya kasus 
impor. 

Pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan adaiah: 
a. Penernuan dan tata laksana penderita; 
l) di wilayah dc:ngan tingkat reseptivitas dan vulnerahilitas yang rcndah. 

pcncn'luan pendent.Fl secarn dini cukup dengan kegiata.11 PCD melalui unit 
pdayanan kcschatan pemerintah maupu.n 6wasta.di wilayall dcngan 
tingkat rcscptivita.$ dnr1 vulnerubilit.as yang tinggi, pcnemuan penderilu 
secara dini disamping PCD juga dilakukan ACD oleh JMK. 

2) semua sediaan dardh diperiksa ufang di laboratorium rujukan t>ecara 
betjenjang di kabupaten/kota. provinsi dan pusat. 

3) mengobati fS.emua penderita malaria (kasus positif) dengan obat malaria 
efektif dan aman yang ditet.apkan oleh Ke1ne11teria11 Kesehatan RI (saat ini 
menggunakan Artemisinin Combination The1-apy) . 

4) melakukan follow up pcngobatan penderita positif .fuldpurnm pada had 
ke-7 da.n ke-28 setelah pengobatan, untuk penderila positif vivax pada 
had ke-7 1 28 dan 90 (3 bulan) setelah pengobatan. 

b. Pencegahan dan penanggulangan faktor resi.ko; 
1) di wilayah dengan tingkat reseptivitas dan vulncrabilitas yang tinggi, 

untuk mcnurunkan reseptivitas bila perlu ditakukan pengendalian 
vektor s~suai di lokasi tersebut1 seperti larvasidasi atau manajemen 
lingkungan. 

2} di loka::;i fokws bila, dilakukan pcngendalia.i1 vektor yung :;,ef:)uai di 
lokasi tersebutt seperti penyemprotan rumah atau pembagian kelambu 
ber.insektisida. 

c. Suroeilans epiderniulogi <lan p~nanggu.langan wa.ba.h; 
Untuk 1nencegah munculnya kembali kasus dengan penularan setempat, 
dilakukan kegiatan kewaspadaan sebagai berikut: 
1) Pada tingkat reseptivitas dan vulnerabilitas rendah dilakukan: 

- penemuan penderita pasif (PCD) melalui unit pelayanan kesehatan 
baik pemerintah maupun swast.a; 

- penyelidil-...an epidemiologi terhadap semua kasus positif untuk 
menentukan asal penularan; 



BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

Peraturan W alikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memrintahkan Pengundangan Peraturan 
W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang. 

Ditetapkan di Singawang 
pada tanggal 24 Agustus 2018 

Diundangkan di Singkawang 
pada tanggal 27 Agustus 2018 
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ttd 

BUJANG SUKRI 
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